
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.347, 2023 KEMENHUB. Standar Kegiatan Usaha. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Transportasi. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 13 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 12 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN 

PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha serta 

menjaga keberlangsungan usaha dan daya tahan industri 

angkutan umum, perlu dilakukan penyesuaian 
pengaturan persyaratan standar usaha penyelenggaraan 

angkutan umum penumpang dan angkutan barang; 
  b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk 
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Transportasi perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap persyaratan standar usaha 
penyelenggaraan angkutan umum penumpang dan 

angkutan barang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor Transportasi; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 257); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia      

Tahun 2022 Nomor 815); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR PM 12 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN 
USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI. 
 

Pasal I 
Ketentuan dalam Lampiran huruf A. Transportasi Darat 

Standar Usaha Angkutan Barang Khusus, Standar Usaha 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam 
Trayek, Standar Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan Standar Usaha 
Angkutan Barang Umum yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  

 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 April 2023 
 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
ttd. 

 
BUDI KARYA SUMADI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd ttd. 

ttd. 
 

ASEP N. MULYANA 
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